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ABSTRAK 
Tujuan dari kajian ini adalah (1) mereviu bentuk pengelolaaan wilayah pesisir yang sudah dilakukan 
dalam 30 tahun terakhir di Indonesia, (2) mengidentifikasi peluang pendekatan instrument ekonomi 
dalam pengelolaan wilayah pesisir. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelusuran literatur 
dengan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik kajian ini. Data dan informasi yang 
diperoleh dilakukan analisis data dengan cara deskritif dan dapat direpresentasikan dalam bentuk tabulasi 
dan grafik. Rezim pengelolaan wilayah pesisir terbagi menjadi 2 rezim yaitu rezim sebelum reformasi 
dan rezim setelah reformasi. Rezim sebelum reformasi pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara 
terpusat sedangkan sejak reformasi muncul ditambah dengan terbitnya Undang Undang Nomor 32 
Tahun 2004 pemerintah daerah diberi otonomi dalam porsi yang lebih besar. Pengelolaan wilayah pesisir 
di Indonesia sejak pertemuan UNCLOS 1982 dan secara hukum ditetapkan dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1996 kemudian pada rezim reformasi dan transisi kewenangan bersifat desentralisasi 
banyak terbentuk daerah perlindungan laut (DPL) yang berbasis masyarakat. Hal ini sebagai bentuk 
pengembangan suatu bentuk pengelolaan pesisir terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama 
(subyek) dalam pemanfaatan jasa ekosistem. Jika melihat perkembangan pemanfaatan wilayah pesisir 
memberikan peluang untuk memasukkan instrumen ekonomi sebagai bagian untuk peningkatan 
efisiensi ekonomi dan efektivitas lingkungan. Salah satu bentuk instrumen ekonomi adalah pembayaran 
jasa ekosistem sebagai bentuk inovasi yang menjanjikan dalam kegiatan konservasi (Wunder, 2005). 
Namun perlu kajian lebih lanjut terkait dengan karateristik desain dari komitmen pembayaran jasa 
ekosistem meliputi kinerja pembayaran, target ruang dan target biaya manfaat serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi skema pembayaran jasa ekosistem dapat diterima dan secara umum peluang untuk 
mengaplikasikan pendekatan instrumen ekonomi dalam pengelolaan wilayah pesisir cukup besar.
Kata Kunci: pengelolaan wilayah pesisir; instrumen ekonomi; jasa ekosistem
ABSTRACT 
The objective of this study are (1) analyzed coastal management form for 30 years in Indonesia 
and analyzed economic instrument opportunity for coastal management Coastal management regime 
divide to be regime before reformation and after the transformation. Coastal management carried out 
by the central government when before transformation while carried out by the local government after 
transformation. This condition support by law number 32/2004 about autonomy. Coastal Management in 
Indonesia since the UNCLOS 1982 meeting and legally stipulated in Law No. 6 of 1996 then in the reform 
regime and the decentralized authority transition there are many community-based marine protected 
areas (MPA). This matter is integrated management where the community as the main actor/subject 
on ecosystem services utilization. Based on coastal development give an opportunity to internalize the 
economics instrument as a part of efficiency and effectiveness. One form of economic instrument is the 
payment of ecosystem services as a form of promising innovation in conservation activities. However, 
need a further study about the characteristic of the design of payment ecosystem services commitment 
consists of payment performance, spatial target and cost-benefit target and factor which is influence 
scheme of payment and applicable on coastal management generally.
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PENDAHULUAN
Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan 
antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi 
oleh perubahan di darat dan laut (UU Nomor 
27 Tahun 2007). Menurut Post & Lundin (1996), 
Wilayah pesisir sebagai daerah yang dinamis 
dengan frekuensi perubahan pada atribut biologi, 
kimia dan geologi termasuk produktivitas dan 
ekosistem yang beragam secara biologi. Wilayah 
pesisir yang terdiri dari ekosistem pesisir seperti 
terumbu karang, mangrove, pantai memberikan 
manfaat sebagai penahan alami terhadap badai, 
banjir dan erosi. Di sisi lain, ekosistem pesisir 
merasakan dampak pencemaran dari kegiatan 
aktivitas di daratan dan laut karena aktivitas 
manusia banyak bermukim di wilayah pesisir 
dan melakukan kegiatan pemanfaatan seperti 
perikanan, transportasi dan pariwisata. 
Salah satu isu yang ada dalam pengelolaan 
wilayah pesisir menurut Rudyanto (2004) 
dalam paradigma pembangunan adalah sifat 
dari sumberdaya pesisir yang bersifat common 
pool goods dengan akses yang terbuka dengan 
kepemilikian berada di bawah kontrol pemerintah 
atau secara umum menjadi milik bersama. 
Common pool resources pertama kali disampaikan 
oleh Hardin (1968) dalam bukunya berjudul The 
Tragedy of Common. Permasalahan muncul ketika 
alam dengan daya tampung dan daya dukung tidak 
dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak 
terbatas dan pertumbuhan populasi manusia yang 
meningkat. Ketika suatu pihak memanfaatkan 
sumberdaya pesisir dan menimbulkan kerugian 
pihak lain akan menyebabkan ketidak efisiensi 
ekonomi dimana setiap pihak akan mengeluarkan 
biaya untuk memperoleh manfaat sebesar-
besarnya tanpa melihat keberlanjutan dari 
sumberdaya pesisir. Degradasi wilayah pesisir akan 
mengurangi produktivitas usaha para pemanfaat 
ekosistem pesisir. Sementara itu, tingginya biaya 
yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat dari 
ekosistem pesisir dan hasil yang diperoleh dengan 
produktivitas rendah maka akan mempengaruhi 
taraf hidup masyarakat. Produktivitas rendah 
dapat disebabkan karena telah terjadi pencemaran 
dan tidak adanya rehabilitasi sebagai bentuk 
perbaikan ekosistem pesisir. Produktivitas rendah 
juga disebabkan teknologi yang digunakan tidak 
ramah lingkungan sehingga lama kelamaan akan 
mempengaruhi laju pertumbuhan dari ekosistem 
pesisir. Kebijakan yang tumpang tindih dan belum 
adanya kesamaan visi dan misi pengelolaan 
wilayah pesisir menjadi isu dalam tata kelola 
wilayah pesisir.
Tingginya degradasi lingkungan di wilayah 
pesisir membutuhkan upaya perbaikan dalam 
pengelolaan wilayah pesisir. Dalam 2 dekade terakhir 
ada dukungan untuk menggunakan nilai pasar 
untuk mendorong masyarakat memperhitungan 
biaya lingkungan dari aktivitas yang dilakukan 
(Russi et al., 2011). Sebagai contoh, tahun 2005 
pemerintah Jepang mengeluarkan pedoman untuk 
melakukan akuntansi lingkungan pada sektor 
industri yang menyebutkan memperhitungkan biaya 
dan manfaat dari aktivitas konservasi lingkungan 
yang merupakah tanggungjawab perusahaan 
(Ministry of the Environment Japan, 2005). Dari 
hasil pertemuan yang dilakukan oleh para peneliti 
dalam Millennium Ecosystem Assesment sejak 
tahun 2001-2005 memberikan pernyataan bahwa 
dalam 50 tahun terakhir ekosistem telah berubah 
akibat aktivitas manusia untuk kesejahteraan 
manusia dan pertumbuhan ekonomi. Capaian 
tersebut akan memberikan peningkatan biaya 
dalam bentuk degradasi lingkungan (ME, 2005). 
Dengan memasukan nilai pasar dalam biaya 
lingkungan maka akan terjadi transaksi sebagai 
bentuk perbaikan lingkungan atau kompensasi 
terhadap pihak lain yang mengalami kehilangan 
nilai ekonomi (Kinzig et al., 2011). Pada dasarnya 
nilai dari jasa ekosistem tidak hanya berasal 
dari nilai pasar saja tetapi dari nilai non pasar 
yaitu nilai yang diukur dari preferensi 
masyarakat namun banyaknya jasa ekosistem 
yang belum masuk dalam skema pasar 
karena gap informasi besaran nilai jasa 
ekosistem (ME, 2005). Jasa ekosistem 
yang dinilai menjadi dasar untuk melakukan 
pembayaran jasa ekosistem yang nantinya 
menjadi dasar pembentukan instrumen ekonomi 
sebagai peluang untuk memperbaiki kualitas 
lingkungan yang rusak dan secara tidak 
langsung untuk meningkatkan pendapatan 
(Suhardiman et al., 2013). 
Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup 
memasukan instrumen ekonomi sebagai bagian 
dari kebijakan lingkungan. Definisi instrumen 
ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat 
kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, 
pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah 
pelestarian fungsi lingkungan hidup dan dalam 
rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup 
tercatat pada Pasal 42 ayat 1 bahwa pemerintah 
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dan pemerintah daerah wajib mengembangkan 
dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan 
hidup. Dijelaskan lebih detail dalam pasal 43 
instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: 
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan 
ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan 
c. insentif dan/atau disinsentif. Tahun 2017 terbit 
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2017 tentang 
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang 
mengatur lebih detail tentang instrumen ekonomi. 
Salah satu penerapan instrumen ekonomi sebagai 
insentif dan disinentif adalah sistem pembayaran 
jasa lingkungan hidup merupakan pengalihan nilai 
dalam uang antar individu atau komunitas sebagai 
pemanfaat jasa lingkungan dan penyedia jasa 
lingkungan yang terikat dengan perjanjian berbasis 
kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup 
(Pasal 31). 
Ketika pembangunan tidak memperhatikan 
keberlanjutan sumberdaya alam, maka akan 
memberikan tekanan lebih kepada ekosistem 
pesisir dan menyebabkan menurunnya kualitas 
lingkungan yang nantinya implikasinya akan 
berdampak kepada manusia itu sendiri karena 
banyak manusia yang memanfaatkan ekosistem 
pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
(Lasabuda, 2013). Banyak pembangunan 
di wilayah pesisir sebagai bentuk kebijakan 
pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup 
manusia seperti pelaksaanaan kegiatan reklamasi 
(Alatas, 2017). Disisi lain, jika tidak memperhatikan 
aspek keseimbangan pembangunan berwawasan 
lingkungan maka akan menyebabkan degradasi 
lingkungan dan membawa dampak perubahan 
sosial ekonomi. Penerapan instrumen ekonomi 
pada wilayah pesisir sangat penting untuk dilakukan 
dengan skema yang disepakati. Mengingat bahwa 
Indonesia sebagai negara mega biodiversity 
dengan keanekaragaman hayati yang melimpah 
dan potensi besar secara ekonomi dari jasa 
ekosistem pesisir perlu dilakukan sebagai bentuk 
inovasi menjanjikan (Wunder, 2005) dalam menjaga 
ekosistem pesisir dalam kegiatan pembangunan 
yang berkelanjutan. 
Tujuan dari kajian ini adalah (1) mereviu 
bentuk pengelolaaan wilayah pesisir yang sudah 
dilakukan dan (2) mengidentifikasi peluang 
pendekatan instrumen ekonomi dalam pengelolaan 
wilayah pesisir. Kajian ini menggunakan data dan 
informasi terkait dengan bentuk pengelolaan wilayah 
pesisir di Indonesia, klasifikasi jasa ekosistem, 
praktek pembayaran jasa ekosistem sebagai 
bentuk memperbaiki lingkungan dan meningkatkan 
taraf hidup. Sumber data dan informasi diperoleh 
dari hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan 
topik bahasan dalam penelitian serta publikasi dari 
instansi terkait. 
Data dan informasi dikumpulkan dengan cara 
studi pustaka. Menurut Wirartha (2006), metode 
studi pustaka adalah penelitian kepustakaan 
yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis 
data yang diperoleh dari dokumen literatur 
melalui berbagai sumber kepustakaan. Data dan 
informasi pendukung serta hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh berbagai pihak terutama yang 
berhubungan dengan kegiatan kajian. Sumber 
data yang digunakan bersifat selektif dan memuat 
prinsip relevansi dan kemuktahiran (Harahap, 
2014). Kemutahiran dilihat tidak terbatas pada tahun 
tertentu karena bisa saja penelitian yang serupa di 
lokasi tertentu belum ada yang dipublikasi pada 
tahun terbaru. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder 
secara deskritif yang memanfaatkan data yang 
tersedia dari lembaga pemerintah atau sumber 
terpercaya lainnya yang relevan (Sugiyono, 2013). 
Data sekunder yang digunakan dipresentasikan 
dalam bentuk tabulasi dan grafik.  
REZIM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI 
INDONESIA
 Sifat sumberdaya pesisir adalah common 
pool goods. Pertanyaan berikutnya siapakah 
yang memiliki hal untuk menguasai common pool 
goods. Dalam tulisan Grima dan Berkes (1989) 
mengemukakan bahwa banyak kebijakan budaya 
kuno manusia tidak dapat memiliki sumberdaya 
alam. Karena sumberdaya alam memiliki waktu 
keberadaan yang berbeda dengan waktu hidup 
manusia dan manusia diberi mandat untuk 
menggunakan sumberdaya alam dengan baik. 
common pool goods tidak secara otomatis tersedia 
untuk semua namun dapat diakses dengan 
memperhatikan aturan main yang sudah disepakati 
antara aktor. Jika sumberdaya pesisir bersifat open 
access akan membawa tragedi karena sumberdaya 
alam tidak dapat memenuhi semua keinginan dari 
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ini 
menunjukkan bahwa gagalnya aturan main yang 
sudah disepakati untuk dilaksanakan oleh masing-
masing aktor (Hardin, 1968). 
Pada awalnya pengelolaan wilayah pesisir 
sebagai bentuk untuk mengurangi konflik yang 
terjadi antar pemanfaat jasa ekosistem pesisir serta 
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tumpang tindih kewenangan dan kepentingan antar 
sektor. Perangkat hukum pengelolaan pengelolaan 
wilayah pesisir sudah diatur dalam yaitu UNCLOS 
1982 pada bagian XII mengatur Protection and 
Preservation of Marine Environment, UU No 6 
Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, UU No 17 
Tahun 2007 tentang 2007 tentang RPJP Nasional 
2005-2025, UU No 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
Dalam pengelolaan wilayah pesisir harus mengacu 
pada prinsip dasar yang disampaikan oleh Clark 
(1992) yaitu (1) Sistem sumberdaya, (2) Kekuatan 
intergasi utama, (3) Terpadu, (4) Titik fokus, (5) 
Batas zona pesisir, (6) Konservasi sumberdaya 
milik bersama, (7) Degradasi konservasi, (8) Inklusi 
pada setiap tingkatan pemerintah, (9) Karakter dan 
dinamika alam, (10) Konservasi manfaat ekonomi 
sebagai tujuan utama, (11) Pengelolaan pada 
berbagai sektor, (12) Pemanfaatan pada multi 
guna, (13) Pengelolaan tradisional, (14) Analisis 
dampak lingkungan. 
Pada awalnya pengelolaan sumberdaya 
alam di Indonesia termasuk didalamnya wilayah 
pesisir yang dilakukan oleh negara bersifat 
manajemen komando dan kontrol terutama periode 
tahun 1966 hingga 1998. (Hartoto et al., 2009). 
Aktivitas pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia 
diawali dengan proyek pada akhir tahun 1990an 
yang didanai oleh lembaga donor sebagai bentuk 
berbagai kerjasama pemerintah dengan pihak 
asing untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem 
wilayah pesisir efektif di tingkat lokal dan nasional. 
Pertama kali proyek pengelolaan wilayah pesisir 
berbasis masyarakat di Negara Filipina. Tahun 
1995 tercatat Filipina dengan karakteristik negara 
kepulauan pengelolaan wilayah pesisir didanai 
oleh Bank Dunia dan kerjasama regional dengan 
Indonesia diawali proyek pesisir di Sulawesi Utara 
(Tulungen et al., 2000). 
Berdasarkan hasil penelusuran literatur 
ditemukan publikasi mengenai pengelolaan pesisir 
mulai terbit akhir tahun 1990an. Rezim pengelolaan 
wilayah pesisir terbagi menjadi 2 rezim yaitu rezim 
sebelum reformasi dan rezim setelah reformasi. 
Pada akhir 1990an Indonesia mengalami transisi 
perubahan pada sistem pemerintahan yaitu 
orde reformasi. Pada saat sebelum reformasi 
pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara 
terpusat sedangkan sejak reformasi muncul 
ditambah dengan terbitnya UU No 32 Tahun 2004 
pemerintah daerah diberi otonomi dalam porsi 
yang lebih besar. Pada era reformasi daerah 
perlindungan laut (DPL) banyak terbentuk dengan 
berbasis masyarakat dan sudah ditetapkan UU No 
23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan 
dalam pasal 7 masyarakat memiliki kesempatan 
seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan 
lingkungan hidup. Hal ini sebagai bentuk 
pengembangan suatu bentuk pengelolaan pesisir 
terpadu dimana masyarakat menjadi pelaku utama 
(subyek) dalam pemanfaatan lahan mangrove 
sebagai areal pertambakan secara berkelanjutan; 
menumbuhkan dan mengembalikan tanggung 
jawab kepada masyarakat dengan meningkatkan 
kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam 
menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di 
lingkungan mereka (Proyek Pesisir 2000).
Gambar 1. Bagan Struktur Pelaksanaan 
                         Rencana Pengelolaan 
Sumber : Kasmidi et al., 1999.
Program pengelolaan sumber daya pesisir 
berbasis masyarakat biasanya menargetkan 
masyarakat secara keseluruhan daripada satu 
kelompok pekerjaan. Dari perspektif kebijakan 
pengelolaan sumber daya pesisir dan perencanaan 
pembangunan, memahami bagaimana karakteristik 
masyarakat pesisir terhadap masyarakat non-
pesisir lainnya dapat menjadi pertimbangan dan 
justifikasi penting untuk menargetkan program 
spesifik terhadap masyarakat pesisir (Crawford 
et al., 2000). Keterlibatan dan kemitraan semua 
pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan 
wilayah pesisir adalah salah satunya kuncinya. 
Pengelolaan bersama adalah salah satu model 
alternatif untuk memulihkan kondisi ekosistem 
pesisir (Hartoto et al., 2009). Pelibatan masyarakat 
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dalam pengelolaan harus difasilitasi dengan 
pendekatan formal dan informal. Pendekatan 
formal dilakukan melalui pertemuan masyarakat, 
diskusi dan presentasi visi dan misi pembentukan 
DPL melalui lembaga formal yang ada di desa, 
termasuk sekolah, organisasi keagamaan, arisan, 
dll. Pendekatan secara informal dilakukan melalui 
diskusi dalam jumlah kecil bahkan dengan tatap 
muka perorangan, dari rumah ke rumah, di tepi 
pantai dan jalan, dan keterlibatan dalam kegiatan 
sosial (seperti dalam pesta kawin, ulang tahun, 
kematian) maupun dalam kegiatan ekonomi 
(seperti saat menangkap ikan, panen dan lain-lain) 
(Sondita et al., 2000). 
Menurut Faiza et al. (2010) aspek yang 
penting dalam keberlanjutan adalah atribut 
kebijakan setempat termasuk didalamnya adalah 
adanya dukungan dalam peraturan daerah dan 
kekuatan hukum bagi pengelolaan DPL ini. 
Tindakan konkritnya adalah menginternalisasi 
program DPL dalam program tahunan pemerintah 
agar setiap tahun mendapat dukungan bagi 
pengembangan DPL. Namun rendahnya dukungan 
terhadap pengelolaan DPL cenderung pengelolaan 
DPL akan mengalami hambatan terlihat dari atribut 
ekologi lingkungan yang rendah. 
Setiap DPL yang terbentuk tertuang 
lebih dahulu pada keputusan dalam dokumen 
Rencana Pengelolaan Daerah Perlindungan 
Laut. Sebagai contoh RP-DPL Desa Blongko 
Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Sulawesi 
Utara Tahun 2009 (Kasmidi et al., 1999) yang 
memuat ketentuan umum, cakupan wilayah DPL, 
tugas dan tanggungjawab kelompok pengelola, 
kewajiban dan hal-hal yang diperbolehkan, tata 
cara pemungutan dan penerimaan dana, hal-hal 
yang tidak dapat dilakukan atau dilarang, sanksi, 
pengawasan dan penutup. Dalam Keputusan Desa 
sudah diatur terkait dengan tata cara pemungutan 
dan penerimaan dana yaitu dana yang diperoleh 
dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, 
diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk 
pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan/
patroli laut, pemeliharaan rumah/menara 
pengawas, pembelian peralatan penunjang seperti 
pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang 
diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah 
pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh 
petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama 
Kelompok Pengelola Wilayah Perlindungan Laut 
dan dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan 
dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain 
yang tidak mengikat yang dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah 
Perlindungan Pesisir dan Laut. 
Secara umum dalam dokumen Rencana 
Pengelolaan DPL belum berbicara mekanisme 
besaran dana yang dikumpulkan atau disentif dari 
setiap kegiatan dalam wilayah DPL. Mekanisme 
dana diperuntukan pada kegiatan pengawasan 
wilayah pesisir namun tidak membahas pemberian 
insentif terhadap kegiatan pemanfaatan yang 
ramah lingkungan. Menurut Post & Lundin (1996), 
pengelolaan terpadu wilayah pesisir seharusnya 
mencakup prinsip-prinsip pencegahan, pembayaran 
oleh pencemar, akuntansi sumberdaya yang tepat, 
adanya tanggungjawab lintas batas dan adanya 
ekuitas antar generasi.
Teori Hardin (1968), menunjukkan bahwa 
bagaimana akibat akses yang gratis dan 
permintaan tidak terbatas untuk sumber daya 
terbatas yang pada akhirnya merusak sumber daya 
melalui eksploitasi berlebihan. Ini terjadi karena 
manfaat eksploitasi tersebut bertambah pada 
individu, yang masing-masing termotivasi untuk 
memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka 
sendiri, sementara biaya eksploitasi didistribusikan 
kepada orang lain yang mungkin saja tidak 
memperoleh manfaat yang sama. Namun banyak 
argumen yang mengatakan teori Hardin dapat 
ditanggulangi dengan meningkatkan kapasitas 
manajemen masyarakat meliputi pengetahuan dan 
kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam 
dengan mengembangkan sistem manajemen yang 
tertanam dalam konteks lingkungan dan sosial 
mereka sendiri (Hartoto et al., 2009). 
Berdasarkan penelusuran literatur 
pengelolaan pesisir berbasis masyarakat 
mengalami modifikasi. Jika melihat pemanfaatan 
ekosistem pesisir yang beragam perlu adanya 
pengelolaan terpadu agar dapat mengintergrasikan 
berbagai perencanaan secara sektoral, mengatasi 
kewenangan yang tumpang tindih serta mengatasi 
konflik karena pemanfaatan dan kewenangan dan 
kepastian hukum yang sesuai dan dibutuhkan 
oleh masyarakat karena belum jelasnya dasar 
kepemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir 
(Sutrisno, 2014). Pada Tahun 2003, Departemen 
Kelautan Perikanan dibentuk menerbitkan Surat 
Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 2003 
tentang Panduan Perencanaan Pengelolaan 
Pesisir Secara Terpadu (Integrated Coastal 
Zone Management). Panduan tersebut sebagai 
bentuk semangat desentralisasi agar pemerintah 
daerah memiliki kewenangan lebih besar sesuai 
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dengan aspirasi masyarakat dan peraturan yang 
berlaku. Pengelolaan wilayah berbasis masyarakat 
memberikan ruang yang besar untuk partisipasi 
masyarakat. Salah satunya adalah pendekatan 
kearifan lokal sebagai bentuk pengelolaan 
wilayah pesisir. Hasil penelitian Stanis (2005), 
masyarakat pesisir dan nelayan memiliki aspirasi 
untuk melestarikan kearifan lokal sebagai 
tatanan dalam menuntun dan mengatur hubungan 
dengan alam sekitarnya. Suatu pengelolaan 
wilayah pesisir tidak hanya membutuhkan 
tingginya partisipasi masyarakat namun juga 
pendekatan kelembagaan terhadap aturan main 
dan para actor yang terlibat dalam pengelolaan 
berkomitmen menjaga kelestarian sumberdaya 
pesisir. 
Bentuk pengelolaan wilayah pesisir 
seharusnya berdasarkan bentuk pemanfaatan yang 
berdasarkan jasa ekosistem yang dimanfaatkan 
(Marasabessy et al., 2018). Jasa ekosistem 
tidak selamanya akan memberikan manfaat jika 
tidak dipertahankan keberadaannya. Indonesia 
sebagai negara berkembang tidak dipungkiri 
ketergantungan terhadap sumberdaya alam sangat 
tinggi karena masyarakat hidup berdampingan 
dengan sumberdaya alam (Nurrani dan Tabba, 
2013 dan Lasabuda, 2013) dan masyarakat 
mulai paham dengan pemanfaatan berkelanjutan 
sebagai bentuk upaya menjaga keberadaan jasa 
ekosistem (Widiastuti et al., 2018). 
KLASIFIKASI JASA EKOSISTEM 
Jasa ekosistem saat ini secara luas 
digunakan antar ilmuwan dan pembuat kebijakan 
untuk mengarisbawahi pentingnya lingkungan 
termasuk biodiversitas dalam keberlanjutan 
hidup manusia. Millenium ecosystem assessment 
menemukan lebih dari 60% dari jasa ekosistem 
mengalami degradasi atau berubah menjadi 
ancaman untuk kehidupan manusia di masa 
datang (Millennium Ecosystem Assesment, 
2005). Kategori umum jasa ekosistem  adalah (1) 
sebagai penyedia barang dan jasa/
provisioning seperti makanan, air, dan 
material mentah, (2) sebagai peraturan/
regulating seperti perawatan kualitas dari 
udara dan tanah, stabilisasi iklim, pencegahan 
banjir, dan pengendalian penyakit dan hasil 
panen dari penyerbukan, (3) sebagai budaya/
cultural seperti dari rekreasi menjadi inspirasi 
spiritual dan kesehatan mental, (4) sebagai 
jasa pendukung / supporting services seperti 
penyediaan habitat yang bisa berguna 
(Rode et al., 2016). Namun, banyak dari jasa 
ekosistem secara tidak langsung menjadi jasa 
ekologi-sosial yang dibedakan dari jasa ekosistem 
yang diproduksi dari proses ekologi. 
Ada pengakuan beberapa layanan 
ekosistem adalah layanan sosial-ekologi dan 
terlihat lebih jelas bahwa peran manusia masa 
lalu dan sekarang tidak dapat diabaikan dalam 
kajian struktur dan manfaat ekosistem secara 
kontemporer (Huntsinger dan Oviedo, 2014). Secara 
singkat, analisis jasa ekosistem bermaksud fokus 
pada sistem ekologi dengan mempertimbangkan 
dampak pada dan tekanan dari sisi sosial ekonomi 
atau berfokus pada sistem sosial ekonomi dengan 
melihat manfaat yang diturunkan oleh masyarakat. 
Keterbatasan yang ada pada masing-masing sistem 
klasifikasi perlu diperhatikan aplikasi dari jasa 
ekosistem disesuaikan dengan konteks dan ruang 
lingkup kebijakan untuk mencapai pembangunan 
berkelanjutan dengan menambahkan dimensi 
lingkungan, ekonomi dan sosial yang tertuang 
dalam setiap pengukuran dampak yang 
timbul dari adanya suatu pembangunan 
dengan memanfaatkan jasa ekosistem 
(Diehl et al. (2016). 
Menurut La Notte et al. (2017) 
mengemukakan belum jelasnya antara jasa/
services dan manfaat/benefit. Dalam kerangka 
konsep cascade/aliran menekankan pada 
perubahan dalam manfaat karena ini relevan 
pada manusia. Implikasi dari kerangka konsep ini 
adalah adanya hirarki berdasarkan level dalam 
ekosistem yaitu perubahan pada level atas lebih 
lambat daripada level bawah karena level atas 
sangat mempengaruhi level bawah. Sebagai 
contoh, tingkat kesehatan dari suatu ekosistem 
diasumsikan ketika suatu komponen tunggal 
hilang dari populasi seperti pohon dalam hutan 
atau satu ekor hewan dari populasi dimana 
kemampuan regenerasi tidak terpengaruh karena 
fungsi dari ekosistem tersebut terawat dari 
tingkat kesehatan dari ekosistem tersebut. 
Namun berbeda ketika suatu spesies menjadi 
langka atau punah maka seluruh habitat akan 
terpengaruh sebagai contoh hutan tidak ada 
lagi dan rantai makanan akan hilang. 
Pada Gambar 2 menunjukkan aliran dari 
perspektif ekologi. Dimana tiap level tidak 
seimbang dan perlu menyorot lebih dalam 
setiap level dengan tingkat kompleksitas yang 
melekat.
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Pendekatan Instrumen Ekonomi dalam 
Pengelolaan Wilayah Pesisir
Banyak penulis buku ekonomi berpendapat 
bahwa lingkungan sebaiknya masuk dalam 
komponen dalam pengambilan keputusan yang 
berhubungan dengan ekonomi (Coase, 1960). 
Ketika manusia sudah mengetahui nilai suatu 
lingkungan yang berasal dari manfaat jasa 
ekosistem maka ekosistem tersebut adalah modal 
yang tidak cukup diukur sebanding dengan jasa 
ekonomi yang diberikan oleh modal dari infrastruktur 
(Costanza et al., 1997). Menurut Yandri (2015), 
dalam konteks pengelolaan lingkungan, para ahli 
di Indonesia telah mengembangkan dan sekaligus 
menginternalisasi instrumen ekonomi ke dalam 
tata kelola lingkungan hidup. Pemerintah dapat 
berperan sebagai fasilitator namun tidak terlalu 
terlibat agar efisiensi ekonomi dapat tercapai 
jika keputusan individual pelaku ekonomi berada 
dalam pasar yang kompetitif (competitive market). 
Namun, efisiensi ekonomi agak susah diaplikasi 
dalam konteks lingkungan, mekanisme pasar justru 
tidak bekerja sempurna karena kita dihadapkan 
pada munculnya dampak negatif (eksternalitas) 
dari pelaku ekonomi.
Instrumen ekonomi dapat dinyatakan 
sebagai pemberian motivasi positif dan sekaligus 
negatif kepada pelaku ekonomi untuk bertindak 
sesuai yang diharapkan. Karena itu, instrumen 
ekonomi beroperasi dengan menyelaraskan hak 
dan tanggung jawab dari perusahaan, kelompok 
atau individu sehingga mereka memiliki insentif 
Gambar 2. Kerangka Konsep Cascade/Aliran 
                    Jasa Ekosistem.
 Sumber: La Notte et al., (2017).
dan kekuatan untuk bertindak dengan cara yang 
lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan 
(UNEP, 2004). Penggunaan instrumen ekonomi 
akan meningkatkan penerimaan yang bisa 
digunakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan 
(barang publik) atau digunakan untuk mengurangi 
penyimpangan pajak, seperti pajak pendapatan 
(mengurangi insentif untuk bekerja) dan pajak 
penjualan (mengubah keputusan konsumsi). 
Keuntungan jika instrumen ekonomi diaplikasikan 
adalah terjadinya penyesuaian yang otomatis yang 
disesuaikan dengan pajak atau harga sehingga 
biaya yang dibayarkan efektif untuk mencapai 
tujuan. Setelah tercapainya tujuan akan adanya 
insentif yang berkomitmen untuk tetap ramah 
lingkungan dan instrument ekonomi bersifat 
fleksibel apabila ketika sudah ada perubahan 
lingkungan yang lebih baik, maka akan perubahan 
dalam disintensif dan insentif. Instrumen ekonomi 
menjadi sumber pembiayaan yang nantinya akan 
bisa dialokasikan untuk peningkatan pendapatan 
bagi masyarakat dan tentunya instrumen ekonomi 
salah satu komponen penting dari pembangunan 
berkelanjutan dan harus memastikan penggunaan 
sumberdaya alam dan transmisi secara efisien 
untuk bisa menjamin kesejahteraan generasi 
mendatang (Parmawati, 2018).
INSTRUMEN EKONOMI SEBAGAI 
PEMBAYARAN JASA EKOSISTEM
Instrumen ekonomi sebagai salah satu 
instrumen yang digunakan sebagai bentuk 
pembayaran terhadap jasa ekosistem yang 
dirasakan manfaatnya. Pada awalnya, instrumen 
ekonomi sebagai bentuk praktek konservasi 
namun kedepannya dapat menjadi sebagai 
sumber pembiayaan (Kinzig et al., 2011). 
Instrumen ekonomi dapat menyediakan 
insentif untuk mendukung jasa ekosistem 
dengan manfaat bagi konservasi dari jasa 
ekosistem yang pada dasarnya disediakan 
oleh ekosistem (UNEP, 2004). Selanjutnya, 
instrumen ekonomi dapat menghasilkan 
sumberdaya keuangan, mengalihkan anggaran 
kepada teknologi yang ramah lingkungan, 
menciptakan insentif untuk investasi dan 
melibatkan keterlibatan swasta dan masyarakat 
dalam perlindungan lingkungan dan pembayaran 
terhadap jasa ekosistem dalam artian untuk 
memperoleh tambahan pendapatan dalam rangka 
kegiatan perlindungan (Suhardiman et al., 2013). 
Bentuk instrumen ekonomi yang digunakan 
dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah (1) 
Property right, (2) Market creation dan enhancement, 
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(3) Charges, (4) Fiscal Instrument, (5) Financial 
assistance, (6) Liability system, (7) Environmental 
fund, (8) Instrumen ekonomi untuk perlindungan 
lingkungan skala internasional. (UNEP, 2004).
Sementara instrumen ekonomi dapat 
mendukung perlindungan keanekaragaman 
hayati, namun memiliki beberapa batasan yang 
signifikan dan dapat menghadapi hambatan dalam 
penerapannya. Dimulai dengan kesulitan mengukur 
dan menilai keanekaragaman hayati memiliki 
implikasi penting untuk penerapan instrumen 
ekonomi. Instrumen ekonomi bekerja berdasarkan 
prinsip-prinsip pasar dan karenanya memberikan 
respons terbaik dalam situasi yang memungkinkan 
penentuan harga dan penilaian yang akurat. Selain 
itu, ketika spesies terancam punah, instrumen 
ekonomi mungkin tidak menyediakan tindakan 
segera. Di luar keterbatasan teknis instrumen 
ekonomi, ada kendala lebih lanjut yang dapat 
menghambat penerapannya secara efektif. Ini 
termasuk kendala institusional, hak properti yang 
tidak ditentukan, kurangnya dimasukkannya 
komunitas lokal, resistensi ideologis, kompleksitas 
administrasi, dan kapasitas terbatas dan tenaga 
terlatih (UNEP, 2004).
Menurut (Kinzig et al., 2011) mekanisme 
dalam mendesain permintaan antara biodiversity, 
fungsi ekologi dan jasa ekosistem dan insentif 
dari penyediaan jasa dari ekosistem yang 
membuat bagian dari barang milik publik. Ada 
empat mekanisme utama yang dapat memberikan 
motivasi manusia untuk menyediakan jasa 
ekosistem yang langka sebagai barang milik publik 
yaitu (1) Regulasi dan penalti terhadap batas 
zonasi, batas emisi atau aturan yang ditegakkan 
terhadap ketidakpatuhan melalui penalti. (2) 
Batasan dan perdagangan, sebagai contoh pasar 
karbon seperti setiap negara bisa membeli dan 
menjual kuota emisi karbon kepada negara lain, 
(3) Pembayaran langsung dimana penyedia jasa 
memperoleh pembayaran untuk menyediakan jasa, 
(4) Kebijakan sendiri sebagai bentuk persetujuan 
sukarela dan mendorong modal sosial untuk 
mematuhi kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil pertemuan di Rio 
Djaenero tahun 1992 pendekatan menggunakan 
instrumen ekonomi berdasarkan jasa ekosistem 
sebagai bentuk terbaru pendekatan konservasi 
dan ini sebagai bentuk mengatasi permasalahan 
akibat adanya ekternalitas (Wunder dan Werzt-
Kanounnikoff, 2009). Senada dengan Sterner 
(2003) menyajikan instrumen kebijakan untuk 
penanganan lingkungan dan pengelolaan sumber 
daya alam dan diimplementasikan untuk menangani 
dan mengatasi persoalan yang berhubungan 
dengan eksternalitas. Ketika memilih instrumen 
kebijakan tidak bisa dilepaskan dari konteksnya, 
terutama berkaitan dengan penilaian kondisi saat 
ini (existing condition) dan kondisi masa datang 
(future condition) sebagai tujuan yang ingin dicapai. 
Perbedaan pemahaman dan pandangan terhadap 
kedua hal tersebut akan membawa perbedaan 
pada kebijakan yang dipilih. Selain itu, satu jenis 
instrumen dapat digunakan untuk mencapai 
beberapa tujuan berbeda, bergantung pada 
pengaturan dan pengimplementasian instrumen 
kebijakan tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian Schomers 
& Matzdorf (2013) menunjukkan bahwa praktek 
pembayaran jasa ekosistem sudah banyak 
dilakukan di Amerika Latin sedangkan untuk 
negara berkembang belum banyak dilakukan. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardiman et 
al., (2013) di Vietnam terkait dengan pembayaran 
jasa ekosistem terhadap perlindungan hutan 
yang memiliki tantangan tersendiri seperti 
(1) Pembayaran yang setara tidak membuat 
masyarakat terdorong untuk meningkatkan kualitas 
dari hutan, (2) Adanya ketidaksetaraan penerimaan 
dari konservasi hutan lintas daerah dan (3) Tidak 
adanya monitoring terkait dampak dari pembayaran 
jasa ekosistem. Kendala yang muncul disebabkan 
pemerintah tidak memperhatikan nilai relatif dari 
jasa ekosistem yang berdasarkan tipe dari hutan, 
kualitas dari hutan, keaslian hutan dan dampak 
manusia yang digunakan untuk menentukan jumlah 
yang dibayarkan dan tipe dari kualitas hutan yang 
dilindungi. 
PRINSIP DAN PENERAPAN PEMBAYARAN 
JASA EKOSISTEM
Pembayaran dengan pendekatan dari jasa 
ekosistem memuat beberapa prinsip menurut 
Wunder (2005) yaitu (1) Transaksi terjadi karena 
sukarela, (2) Memahami untuk menjaga jasa 
ekosistem, (3) Adanya minimum 1 pembeli 
dari jasa ekosistem (pemanfaat), (4) Adanya 
minimal 1 penyedia jasa ekosistem. Seperti 
sudah disampaikan sebelumnya bahwa praktek 
pembayaran jasa ekosistem (PJE) banyak 
sudah dilakukan di negara Amerika Selatan dan 
beberapa negara Asia seperti Cina dan Vietnam. 
Secara singkat program yang memuat praktek 
pembayaran jasa ekosistem dari beberapa tertuang 
dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Ringkasan Praktek Pembayaran Jasa Ekosistem (PJE) di Beberapa Negara.
Negara Ekosistem Tahun Tujuan Skema Pembayaran Pemasalahan
Kosta 
rika




1 Pembayaran kepada pemilik 
tanah yang melakukan kegiatan 
konservasi dan reboisasi.
2. Tahun 2005 ada perubahan 
skema yang sebelumnya adalah 
persetujuan membayar secara 
sukarela diubah menjadi wajib 
khususnya untuk pemanfaatan 
airu
1. Pembayaran dilakukan 
tidak didasari dengan 
sukarela untuk konservasi 
dan reboisasi tetapi ada 
motivasi kompensasi 
moneter
Meksiko Hutan 2003 1. Konservasi 
terhadap over 
eksploitasi akuifer. 
1. Pembayaran kepada pemilik tanah 
dan ejidos (peng elola lokal)
2. Pembayaran wajib oleh 
pengguna air kepada penyedia 
air (pengelola) dengan campur 
tangan penuh dari pemerintah
1. Tidak ada target yang jelas 
terkait jumlah akuifer yang 
tidak terekploitasi




3. Tingginya biaya program 
untuk menarik partisipan 
yang sebagian besar 
adalah partisipan yang 
memiliki niat untuk 












1. Pembayaran terhadap petani yang 
melakukan kegiatan konservasi 
yang meningkatan dan merawat 
lingkungan dalam basis sukarela
1. Sering terjadi kekurangan 
penargetan pada area 
yang penting sehingga 
terjadi ketidakpuasan dan 
hasil yang tidak efektif. 
Amerika 
Serikat
Pertanian 1930 1. Melindungi tanah 
pertanian
2. Mengatur produksi 
pertanian tertentu 
agar tidak surplus
1. Tertuang dalam Conservation 
Security Program sebagai bentuk 
program pemerintah federal untuk 












1. Kompensasi terhadap ekonomi 
yang hilang karena adanya 
pembatasan loging dan 
reboisasi dalam rangka untuk 
menjaga jasa ekosistem hutan 
seperti mencegah erosi tanah, 
penyimpan air dan pengendali 
banjir. 
2. Kompensasi terhadap masyarakat/
penghuni suatu daerah yang 
mengalami perubahan dalam 
rangka mengembalikan jasa 
ekosistem (mengembalikan lahan 
pertanian menjadi danau) dengan 
menyediakan tempat yang baru 
dengan skema pemberian subsidi 
rumah, pemotongan pajak dan 
pemberian lahan yang diusahakan
1. Pembayaran dilakukan 
tidak didasari dengan 
sukarela untuk konservasi 
dan reboisasi tetapi 




Hutan 1995 1. Menjaga fungsi 
hidrologi 
2. Biodiversity
1. Pemberian lapangan pekerjaan 
secara individu dalam kontrak 
kerja yang dananya dari program 
pengentasan kemiskinan dan tarif 
pemanfaatan air. 




kerja untuk menjaga hutan 
dari praktek yang merusak 
namun ada instrument 
ekonomi seperti tranfer 
fiskal (pajak). 
Sumber: Schomers & Matzdorf (2013)
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Berdasarkan beberapa praktek pembayaran 
jasa ekosistem di berbagai negara menunjukkan 
bahwa penerapan instrument ekonomi cukup 
banyak mengalami kendala. Hal ini disebabkan 
bahwa tidak jelas mendefinisikan hak properti 
serta tujuan akhir dari skema pembayaran 
jasa ekosistem tidak jelas. Menurut OECD 
(2010) ada 12 kunci keberhasilan program 
pembayaran jasa ekosistem sebagai dasar 
penetapan instrument ekonomi untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan dan meningkatkan biaya efektif 
yaitu: 
1. Menghapus insentif yang merugikan supaya 
program ini menghasilkan insentif yang jelas 
dan efektif segala subsidi yang bertentangan 
dengan kegiatan untuk lingkungan lestari 
harus dihilangkan (distorsi pasar yang 
bertentangan), 
2. Definisikan hak properti yang jelas sehingga 
ketika terjadi konflik seperti penebangan 
liar atau perampasan tanah akan merusak 
kemampuan dari pemilik lahan untuk 
menyediakan layanan ekosistem, 
3. Definisikan tujuan dan sasaran dari program 
sehingga dapat membantu rancangan 
program, meningkatkan transparansi dan 
menghindari pengaruh politik ad hoc,
4. Mengembangkan monitoring dan pelaporan 
yang baik yang merupakan hal mendasar 
sehingga dapat menilai kinerja dari program 
dan memungkinkan peningkatan dari waktu 
ke waktu,
5. Identifikasi pembeli jasa ekosistem dengan 
jelas apakah sebagai penerima manfaat atau 
pihak ketiga yang mewakili penerima manfaat 
dan memastikan sumber pembiayaan yang 
cukup dan jangka panjang agar program ini 
dapat diraih,
6. Identifikasi penjual dan target manfaat yang 
diperoleh dari jasa ekosistem sehingga 
akan ada prioritas pembayaran pada area 
yang memberikan nilai manfaat tertinggi dan 
meningkatkan efektivitas biaya program, 
7. Menetapkan garis dasar dan target 
pembayaran dari jasa ekosistem yang memiliki 
resiko kehilangan atau untuk meningkatkan 
jasa ekosistem, 
8. Membedakan pembayaran berdasarkan biaya 
peluang dari jasa ekosistem dimana perbedaan 
tersebut akan mencapai agregat yang lebih 
besar per unit biaya pada penyediaan jasa 
ekosistem, 
9. Mempertimbangkan lapisan dari beberapa 
jasa ekosistem dimana ketika penyediaan 
bersama oleh beberapa jasa ekosistem akan 
memberikan peluang untuk manfaat program 
dan juga mengurangi biaya transaksi oleh 
karena itu perlu mengidentifikasi potensi 
sinergi dan trade off yang terlibat dalam 
penyediaan jasa ekosistem bersama, 
10. Memperbaiki kebocoran yang terjadi akibat 
penyediaan jasa ekosistem di satu lokasi akan 
meningkatkan tekanan untuk konversi di lokasi 
lain. Jika resiko kebocoran diperkirakan tinggi 
akan menyebabkan kegiatan monitoring dan 
penilaian mungkin perlu diperluas sehingga 
dapat mengidentifikasi potensi kebocoran dan 
langkah yang tepat untuk mengatasinya, 
11. Memastikan program ini berjalan secara 
permanen apabila terjadi kerusakan lingkungan 
yang dapat merusak kemampuan pemilik lahan 
untuk menyediakan jasa ekosistem yang telah 
ditentukan dalam perjanjian sehingga perlu 
memperkenalkan mekanisme asuransi dalam 
mengatasi hal ini, 
12. Memberikan pembayaran berbasis kinerja 
disertai dengan penegakan hukum yang 
memadai. Ketika kinerja jasa ekosistem 
tidak layak maka perlu ada perubahan dalam 
praktek pengelolaan untuk perubahan yang 
diinginkan dalam penyediaan jasa ekosistem 
diikuti dengan disinsentif yang memadai untuk 
pelanggaran perjanjian harus disediakan dan 
ditegakkan terutama jika pembayaran pada 
upaya bukan pada pemberian manfaat jasa 
ekosistem yang sebenarnya. 
Aplikasi pembayaran jasa ekosistem pesisir 
sudah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia. 
Salah salah satu contohnya adalah penetapan 
biaya masuk ke Taman Nasional Karimunjawa. 
Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Raja 
Ampat yang memberlakukan tarif masuk kawasan 
selama satu tahun. Secara umum aplikasi 
instrumen ekonomi mulai berkembang sejalan 
dengan konsep konservasi dan wisata. Menurut 
Wiryawan dan Dermawan (2006) dalam Panduan 
Pengembangan KKLD sistem biaya masuk 
diterapkan pada kawasan dengan potensi wisata 
dan adanya kunjungan wisatawan yang tinggi. 
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 
potensi wisata bahari sangat besar. Hal ini perlu 
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pengelolaan dengan menjaga keseimbangan 
lingkungan, sosial dan ekonomi serta pemanfaatan 
jasa ekosistem pesisir harus tetap terjaga untuk 
generasi selanjutnya (Sutanto, 2017).
PELUANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR 
BERDASARKAN PENILAIAN JASA EKOSISTEM
Jika melihat hasil analisis SWOT yang 
dilakukan oleh Plymouth Marine Laboratory (2017), 
menunjukkan bahwa aplikasi pengelolaan pesisir 
berdasarkan penilaian jasa ekosistem memiliki 
peluang serta kendala. Peluang utama dalam 
menggunakan penilaian jasa ekosistem dimana 
pengelolaan tersebut dapat direkontruksi sesuai 
dengan kerangka kerja dari jasa ekosistem dan 
memasukkan pendekatan jasa ekosistem yang 
relevan dari rencana tersebut. Sebagai contoh 
dalam pengelolaan wilayah pesisir memasukan 
program kerja terkait dengan penelitian dan 
pengumpulan data yang digunakan untuk 
menilai dari jasa ekosistem dan membuat skema 
pembayaran jasa ekosistem yang nantinya sebagai 
bentuk menjaga ekosistem dan menjadi sumber 
pembiayaan pengelolaan dengan mekanisme tata 
kelola yang baik dan berkelanjutan.
Gambar 3. Analisis SWOT Aplikasi Penilaian Jasa Ekosistem Dalam Pengelolaan Pesisir untuk 
                    Pengelola Pesisir.
Sumber: Plymouth Marine Laboratory. 2017.
Modifikasi dari pendapat Wallis (2016) 
tentang pengelolaan wilayah pesisir dengan 
pendekatan instrumen ekonomi berdasarkan jasa 
ekosistem yang sebaiknya untuk wilayah dengan 
menunjukkan karakteristik seperti (1) Wilayah pesisir 
dengan kondisi ekonomi yang mengeliat maju dan 
banyak lapangan pekerjaan, (2) Adanya komitmen 
pemerintah dan masyarakat untuk memberikan 
insentif terhadap praktek-praktek ramah lingkungan 
dalam bentuk kebijakan dan program, (3) Wilayah 
pesisir dengan kondisi ekonomi rendah dan 
masih banyaknya penggangguran namun masih 
memperoleh manfaat dari kegiatan konservasi 
wilayah pesisir. Namun, secara tersirat aplikasi pada 
wilayah ini akan tidak memperoleh keuntungan 
dari kegiatan ekonomi lokal yang berasal dari 
konservasi atau secara alternatif dapat memberikan 
lapangan pekerjaan dengan kondisi wilayah yang 
saat ini dalam proses rehabilitasi dari kerusakan 
lingkungan. Apabila melihat perkembangan 
pemanfaatan wilayah pesisir memberikan peluang 
untuk memasukkan instrumen ekonomi sebagai 
bagian untuk peningkatan efisiensi ekonomi dan 
efektivitas lingkungan. Namun, perlu kajian lebih 
lanjut terkait dengan karateristik desain dari 
komitmen pembayaran jasa ekosistem meliputi 
 
Gambar 3. Analisis SWOT Aplikasi Penilaian Jasa Ekosiste  Dala  Pengelolaan Pesisir untuk 
Pengelola Pesisir  
Sumber: Plymouth Marine Laboratory. 2017. 
Modifikasi dari pendapat Wallis (2016) tentang pengelolaan wilayah pesisir dengan pendekatan 
instrumen ekonomi berdasarkan jasa ekosistem yang sebaiknya untuk wilayah dengan menunjukkan 
karakteristik seperti (1) Wilayah pesisir dengan kondisi ekonomi yang mengeliat maju dan banyak 
lapangan pekerjaan, (2) Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memberikan insentif 
terhadap praktek-praktek ramah lingkungan dalam bentuk kebijakan dan program, (3) Wilayah pesisir 
dengan kondisi ekonomi rendah dan masih banyaknya penggangguran namun masih memperoleh 
manfaat dari kegiatan konservasi wilayah pesisir. Namun, secara tersirat aplikasi pada wilayah ini akan 
tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi lokal yang berasal dari konservasi atau secara 
alternatif dapat memberikan lapangan pekerjaan dengan kondisi wilayah yang saat ini dalam proses 
rehabilitasi dari kerusakan lingkungan. Apabila melihat perkembangan pemanfaatan wilayah pesisir 
memberikan peluang untuk memasukkan instrumen ekonomi sebagai bagian untuk peningkatan efisiensi 
ekonomi dan efektivitas lingkungan. Namun, perlu kajian lebih lanjut terkait dengan karateristik desain 
dari komitmen pembayaran jasa ekosistem meliputi kinerja pembayaran, target ruang dan target biaya 
manfaat serta faktor-faktor yang mempengaruhi skema pembayaran jasa ekosistem dapat diterima dan 
secara umum peluang untuk mengaplikasikan pendekatan instrument ekonomi dalam pengelolaan 
wilayah pesisir cukup besar karena saat ini sudah banyak daerah perlindungan laut yang terbentuk dan 
target pembentukan daerah perlindungan laut sebesar 30 juta hektar hingga tahun 2030.  
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kinerja pembayaran, target ruang dan target biaya 
manfaat serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
skema pembayaran jasa ekosistem dapat diterima 
dan secara umum peluang untuk mengaplikasikan 
pendekatan instrument ekonomi dalam pengelolaan 
wilayah pesisir cukup besar karena saat ini sudah 
banyak daerah perlindungan laut yang terbentuk 
dan target pembentukan daerah perlindungan laut 
sebesar 30 juta hektar hingga tahun 2030. 
PENUTUP
Praktek pengelolaan wilayah pesisir terbagi 
menjadi 2 (dua) rezim yaitu rezim sebelum reformasi 
dan rezim setelah reformasi. Rezim sebelum 
reformasi pengelolaan wilayah pesisir dilakukan 
secara terpusat dan sejak reformasi pemerintah 
daerah diberi otonomi dalam porsi yang lebih besar. 
Pada waktu reformasi banyak pembentukan daerah 
perlindungan laut yang berbasis masyarakat yang 
diawali dengan kegiatan proyek dan hingga saat 
ini banyak pengelolaan wilayah pesisir dengan 
melibatkan masyarakat dengan penekanan yang 
berbeda. 
Peluang pengelolaan wilayah pesisir dengan 
memasukkan instrument ekonomi berdasarkan 
jasa ekosistem cukup besar tidak hanya adanya 
dukungan pemerintah dan perlibatan masyarakat 
secara aktif juga. Peluang aplikasi instrumen 
ekonomi dengan melihat perkembangan 
pemanfaatan wilayah pesisir oleh beberapa 
sektor sehingga nantinya akan memberikan 
peningkatan efisiensi ekonomi dan efektivitas 
lingkungan didasari pada tata kelola wilayah 
pesisir yang terpadu dan berkelanjutan dan sudah 
banyak daerah perlindungan laut yang terbentuk 
serta target pembentukan sebesar 30 juta 
hektar hingga tahun 2030. Disisi lain, penerapan 
instrumen akan menemui kesulitan mengukur dan 
menilai keanekaragaman hayati serta tidak dapat 
untuk melakukan perbaikan untuk species yang 
terancam punah. Kendala lainnya adanya kendala 
institusional serta resistensi ideologi dan political 
will yang cukup berpengaruh dalam setiap level 
kebijakan dan aplikasi dilapangan serta kapasitas 
dan tenaga terlatih yang terbatas. 
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